
KAJIAN AKADEMIS  UPT – PPA 

(UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



ARAHAN KEMENTERIAN PPA RI 

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  NO.4 TAHUN 2018

ARAHAN BIRO ORGANISASI TTG KJ MENGGUNAKAN 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  RI  NOMOR 

12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PENYUSUNAN KJ UPT PPA



I. Latar Belakang

1. Alasan Pentingnya di bentuk UPTD PPA 

2. Dasar Pembentukan UPTD –PPA

a. Landasan Filosofis ( Pancasilan dan UUD 1945,sila ke 2 dlm Pancasila ( adanya  

jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan 

dan anak)

b.Landasan Konstitusional ( UUD 1945 yg termuat dlm pasal 28 

c. Landasan Sosiologis : Bagaimana budaya di masy,Kurangnya pemahaman 

ttg hak perlindungan anak  dan perempuan ( menjelaskan data kasus  

kekerasan di wilayah tsb dan contoh kasus yang besar minimal 3 kasus)

BAB. I PENDAHULUAN

II. Tujuan Pembentukan

III. Penerima manfaat 

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yg memerlukan layanan perlindungankorban kekerasan  bagi 

perempuan dan anak

- 14 Kabupaten/Kota yg memerlukan layanan rujukan dan koordinasi penanganan korban 

- Lintas Batas Provinsi 

Melaksanakan Teknis Operasional di wilayah kerjanya dlm memberikan layanan bagi 

perempuan dan  anak korban kekerasan



output

Sesuai Permendagri No.12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 
(lampiran UU 23 tahun 2014 bagaiman sub urusan Perlindungan Hidup Perempuan   
dan perlindungan khusus anak  

baik pemerintah pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota  dalam penyediaan layanan

2. Penyediaan jasa yang diperlukan korban 

- Jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur

- Penyediaan jasa diperlukan secara terus menerus 

3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat

• Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat murah dan cepat karena    
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban secara Cuma-Cuma

• Layanan yang diberikan UPTD PPA merupakan layanan pemerintah yang 
dibutuhkan oleh masyarakt, sehingga apabila tidak tersedia akan menggangu 
kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah.

• Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN,BUMD,Swasta  atau penyedia 
lainnya  karena tidak lembaga lain yg memberikan layanna perlindungan kepada 
perempuan dan anak secara komprehensif dan berfokus pada kepentingan korban  
seperti halnya dilakukan UPT PPA dimana layanan diberikan  hanya diberikan sesuai 
dengan kebutuhan kondisi yang dialami korban.

BAB II :  ISI





PRESIDEN JOKOWI MENGATAKAN



Arah Kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

YANG TERTUANG  DALAM SASARAN STRATEGIS 

PADA  INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender

2. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga

3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

5. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

6. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak

7. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

8. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran

9. Menurunnya angka kelahiran

10. Meningkatnya akseptor KB

11. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
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PERMASALAHAN ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

• Angka Stunting 30 % lebih tinggi dari angka nasional 2,6 % dan urutan ke empat 

tertinggi secara nasional. 

• Perkawinan Usia Anak urutan ke 2 tertinggi secara nasional (41,59 %) setelah 

Kalimantan Selatan (45,20%).

• Anak berhadapan dengan hukum

Anak mengalami korban tindak kekerasan

• Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus

• Anak terlantar

• Anak mengalami putus sekolah



PERSENTASE PERKAWINAN USIA ANAK DIBAWAH 18 TAHUN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017
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PERKAWINAN ANAK 
merupakan pelanggaran HAM; 

YANG BERARTI JUGA 
PELANGGARAN HAK ANAK

Menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 

dalam Goal 5, pada butir 5.3 yaitu:
“Menghapuskan semua praktik yang 

membahayakan, seperti perkawinan anak... 
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TUJUAN  PEMBENTUKAN

Memberikan layanan terpadu bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan berupa :

1.Penerimaan Rujukan

2. Pengelolaan Kasus

3. Penampungan Sementara

4. Mediasi

5. Pendampingan Korban

(Pasal 5 Permen PPPA nomor 4 
Tahun 2018 ; Provinsi (Rujukan) )
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PENERIMA  MANFAAT

Dengan adanya UPTD-PPA di Provinsi Kalimantan 

Tengah penerima manfaatnya adalah :

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang    

memerlukan layanan dan perlindungan korban

kekerasan bagi perempuan dan anak.

- 14 (empat belas ) Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan

rujukan lanjutan dan koordinasi penanganan

korban.



SURAT  MENTERI PPPA  

KEPADA  GUBERNUR  

TENTANG  

PEMBENTUKAN  UPTD

PPA

Tanggal 25

September 2017

KEWENANGAN  GUBERNUR

UNTUK LAYANAN  RUJUKAN LANJUTAN, 

LINTAS  DAERAH, KABUPATEN/KOTA 



SURAT  SEKRETARIS  

KEMENTERIAN  PPPA 

KEPADA  KEPALA 

DINAS  PPPA TENTANG  

TINDAK LANJUT  

SURAT MENTERI  

TERKAIT  

PEMBENTUKAN

UPTD PPA Tanggal  26 

September 2017



DUKUNGAN  KOMISI VIII 

DPR RI

terhadap  

pembentukan

UPT- PPA DI INDONESIA 



Dengan demikian,

UPTD PPA menjadi UPT Generik



NASKAH AKADEMIS UPTD-PPA

DI PROVINSI KALTENG

• Pembuatan Kajian Akademis

UPTD -PPA

• Verifikasi Naskah Akademis

UPTD-PPA  oleh Bagian

Organisasi Kementerian PPA RI

• Dokumen Naskah Akademis

Sudah Selesai



Bersurat Ke Sekda Tgl 4 Desember 2018 untuk

Dukungan berdirinya UPTD-PPA di Propinsi Kalteng

Dalam bentuk Dokumen Naskah Akademis ke Biro 

Organisasi Pemerintah Prov Kalteng



Koordinasi dan perbaikan  di Biro Organisasi 

Setda Provinsi Kalimantan Tengah Untuk KJ 

Akademis dan ABK selama 2 Bulan 

Tanggal 12 Februari 2019 Surat Gubernur 

Kalimantan Tengah Untuk Konsultasi dan Validasi 

ke Kemendagri



SURAT REKOMENDASI UPTD - PPA

Validasi  ke Kemendagri RI 

Tanggal 4 – 6 Maret 2019

Kemendagri  mengeluarkan surat persetujuan 

pembentukan UPT PPA di Kalteng Tgl. 22 maret 

2019, dengan Klasifikasi A



SURAT  PERSETUJUAN PERGUB UPTD – PPA OLEH KEMENDAGRI 

Persetujuan Pergub UPTD PPA oleh 

Kemendagri RI Tanggal 11 Juli 2019

Koordinasi Pergub UPTD PPA di 

Biro Hukum Setda Provinsi  

Kalimantan Tengah 

Surat Ke Sekda ttg 

pengajuan drag pergub 

UPT PPA ,tgl. 4 April 2019



PERGUB UPTD – PPA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERGUB UPT PPA PROVINSI  KALIMANTAN TENGAH  NO.20 TAHUN 2019

TANGGAL 16 AGUSTUS 2019



STRUKTUR ORGANISASI

Pelantikan Pejabat UPT – PPA

Tanggal 25 Oktober 2019

Pengembangan Organisasi Kantor



PENYERAHAN BARANG INVENTARIS KEPADA UPT PPA TANGGAL 18 NOVEMBER 2019



HOTLINE : APABILA MENGALAMI,MENDENGAR,MELIHAT KEKERASAN DAN 

MEMERLUKAN PERLINDUNGAN , DAN JUGA KONSELING  

HUBUNGI



TERIMA KASIH

HIDUP INI BUKAN SOAL PANJANGNYA USIA ,TETAPI 

SEBERAPA BESAR KITA DAPAT MEMBANTU ORANG LAIN

(SUTOPO PURWO NUGROHO)

KA. PUSAT DATA ,INFORMASI DAN HUMAS BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)


